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ABSTRAK
PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN KEPADA
INSTASI PEMERINTAH DAN PENGINPUTNYA MELALUI
SISTEM CORETAX PADA UD. MKL
NI WAYAN MAS PREMAYANTI

Penelitian ini mengkaji prosedur penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
penjualan kepada instansi pemerintah dan mekanisme input e-Faktur melalui sistem
Coretax. Coretax merupakan website yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal
Pajak yang bertujuan untuk memodernisasi dan mengintegrasikan layanan perpajakan
dalam satu platform digital, sehingga dapat memberikan layanan perpajakan yang
mudah, terintegrasi, dan akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengidentifikasi tahapan perolehan dan pengolahan data penjualan, perhitungan Dasar
Pengenaan Pajak (DPP), penghitungan PPN, dan penginputan e-Faktur secara
sistematis sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak yang berlaku. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mengandalkan
data yang diperoleh dari Praktik Kerja Lapangan (PKL). Dalam pelaksanaannya, UD.
MKL tidak melakukan penginputan PPN keluaran melalui menu Gunggung pada
sistem Coretax karena PPN atas transaksi tersebut dipungut oleh pihak lain. Meskipun
demikian, kewajiban pelaporan PPN tetap dilaksanakan melalui penyampaian SPT
Masa PPN dengan pengisian penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh bendahara
pemerintah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa prosedur perhitungan dan
pelaporan PPN pada UD. MKL telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan
yang berlaku.

Kata kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Coretax, Bendahara Pemerintah



ABSTRACT
VAT CALCULATION PROCEDURE FOR SALES TO GOVERNMENT
AGENCIES AND ENTRY THROUGH THE CORETAX SYSTEM AT UD. MKL
NI WAYAN MAS PREMAYANTI

This study examines the procedure for calculating Value Added Tax (VAT) on sales to
government agencies and the mechanism for entering e-Invoices through the Coretax
system. Coretax is a website developed by the Directorate General of Taxes with the
aim of modernizing and integrating taxation services into a single digital platform,
thereby providing easy, integrated, and accurate taxation services. The purpose of this
study is to identify the stages of obtaining and processing sales data, calculating the
Tax Base (DPP), calculating VAT, and systematically entering electronic invoices in
accordance with the applicable regulations of the Directorate General of Taxes. The
research method used in this study is a case study that relies on data obtained from
Field Work Practice (PKL). In its implementation, UD. MKL does not enter output
VAT through the Gunggung menu in the Coretax system because the VAT on these
transactions is collected by other parties. However, the VAT reporting obligation was
still carried out by submitting a VAT Periodic Tax Return (SPT Masa PPN) by filling
in the delivery column where the VAT was collected by the state treasurer. Thus, it can
be concluded that the VAT calculation and reporting procedures at UD. MKL have
been carried out in accordance with applicable tax regulations.

Keywords: Value-Added Tax, Coretax, Government Treasury
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib yang harus dipenuhi oleh warga negara
Indonesia, baik orang pribadi maupun badan usaha. Pungutan pajak oleh negara
bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang agar selaras dengan asas
pemungutan pajak yang baik. Di Indonesia, ada berbagai jenis pajak yang
dikenakan kepada masyarakat, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah salah satu pajak yang dikenakan ke
seluruh lini masyarakat, baik yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun
non-PKP yang dikenakan saat terjadi transaksi penyerahan barang dan/atau jasa
tertentu. Sebagai pajak tidak langsung, pemungutan PPN sangat bergantung pada
kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) dalam menghitung, memungut,
menyetorkan dan melaporkan PPN.

Dalam pelaksanaan PPN, mekanisme pemungutan pajak dapat dilakukan oleh
pihak yang berbeda sesuai dengan karakteristik transaksi. Pada transaksi
penyerahan Barang Kena Pajak kepada instansi pemerintah, pemungutan PPN
dilakukan oleh bendahara pemerintah. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pemungutan,
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Instansi Pemerintah. Dengan adanya
ketentuan tersebut, PKP rekanan pemerintah tidak memungut PPN secara langsung
dari pembeli. Perbedaan mekanisme pemungutan ini menuntut pemahaman yang
baik agar pelaporan PPN dapat dilakukan dengan benar..

UD. MKL merupakan badan usaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dan menjalankan kegiatan usaha sebagai rekanan instansi pemerintah.
Dalam transaksi penjualan kepada instansi pemerintah, mekanisme pemungutan
Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh bendahara pemerintah sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019. Mekanisme
tersebut mengakibatkan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak tidak dipungut
langsung oleh pihak UD. MKL. Konsekuensinya, UD. MKL tidak melakukan

pelaporan PPN keluaran secara digunggung dalam sistem Coretax. Walaupun
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demikian, UD. MKL tetap memenuhi kewajiban perpajakan melalui pelaporan
SPT Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Direktorat Jenderal Pajak
melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Salah satu bentuk
modernisasi tersebut adalah penerapan sistem Coretax sebagai platform layanan
perpajakan terintegrasi. Sistem Coretax dikembangkan untuk mendukung proses
administrasi perpajakan, termasuk pembuatan faktur pajak dan pelaporan SPT
Masa PPN secara elektronik. Penerapan sistem ini diharapkan dapat meningkatkan
efisiensi, transparansi, dan akurasi data perpajakan. Namun demikian, penerapan
Coretax memiliki perlakuan yang berbeda tergantung pada mekanisme
pemungutan PPN yang digunakan.

Meskipun modernisasi sistem melalui Coretax memberikan banyak
kemudahan, masa transisi menuju penggunaan sistem baru ini tetap menimbulkan
tantangan bagi PKP. Perusahaan harus menyesuaikan prosedur internal, terutama
terkait pengolahan data penjualan yang menjadi dasar perhitungan PPN. Kesalahan
dalam perhitungan DPP dan PPN, ketidaktelitian dalam penginputan data, serta
kesalahan dalam penerbitan Faktur Pajak dapat menyebabkan koreksi atau sanksi
administrasi dari otoritas pajak. Selain itu, ketidaksesuaian data juga dapat
memengaruhi ketepatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami proses digitalisasi dengan baik agar
dapat menyesuaikan diri dengan sistem perpajakan modern.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk
mengkaji prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan kepada
instansi pemerintah pada UD. MKL. Penelitian ini juga membahas mekanisme
penginputan dan pelaporan PPN melalui sistem Coretax sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada penerapan mekanisme pemungutan
PPN oleh bendahara pemerintah dan implikasinya terhadap pelaporan PPN oleh
PKP rekanan pemerintah. Pemilihan UD. MKL sebagai objek penelitian
didasarkan pada statusnya sebagai PKP yang aktif melakukan transaksi dengan
instansi pemerintah. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran
yang jelas mengenai penerapan perhitungan dan pelaporan PPN atas transaksi
dengan instansi pemerintah. Selain itu, kesalahan dalam pengolahan invoice dapat
menyebabkan risiko sanksi administrasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

apabila ditemukan perbedaan data dalam SPT Masa PPN. Oleh karena itu,
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penelitian mengenai “PROSEDUR PERHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN
KEPADA INSTASI PEMERINTAH DAN PENGINPUTAN MELALUI SISTEM
CORETAX PADA UD. MKL " penting dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui
untuk menerbitkan e-faktur pada coretax.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang didapat
yaitu:
1.2.1. Bagaimana prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
penjualan kepada instansi pemerintah pada UD. MKL?
1.2.2. Bagaimana mekanisme penginputan dan pelaporan PPN atas penjualan
kepada instansi pemerintah melalui sistem Coretax pada UD. MKL?
1.2.3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan coretax dalam proses
perhitungan pajak pertambahan nilai (PPN) serta bagaimana solusi
untuk mengatasi kendala tersebut?
1.3.Batasan Masalah
Untuk menjaga fokus penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1.3.1. Penelitian ini hanya membahas perhitungan PPN atas transaksi
penjualan barang
1.3.2. Pembahasan difokuskan pada perhitungan DPP, perhitungan PPN
keluaran serta penginputan e-faktur dalam sistem coretax
1.3.3. Objek penelitian adalah usaha dagang yang bergerak pada perdagangan
eceran komputer dan perlengkapan kantor
1.3.4. Penelitian ini tidak membahas PPN masukan, restitusi, maupun

pemeriksaan pajak.

1.4.Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapat diatas, adapun tujuan yang
ingin dicapai dari penelitian ini, yaitu:
1.4.1. Untuk mengetahui prosedur perhitungan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) atas penjualan kepada instansi pemerintah pada UD. MKL.

1.4.2. Untuk mengetahui mekanisme penginputan dan pelaporan PPN atas



1.4.3.

penjualan kepada instansi pemerintah melalui sistem Coretax pada UD.
MKL

Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dari
penerapan coretax dalam proses perhitungan pajak pertambahan nilai

(PPN) serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

Bagi Wajib Pajak

Manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak dari penelitian ini
adalah untuk meminimalkan potensi kesalahan dalam perhitungan dan
proses penyetoran pajak. Dengan adanya penelitian yang mendalam
mengenai prosedur perhitungan pajak, wajib pajak akan lebih
memahami aturan yang berlaku serta cara yang tepat untuk melakukan
perhitungan pajak.
Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis melalui penelitian ini adalah
meningkatnya wawasan serta pemahaman mengenai perkembangan
terkini dalam bidang perpajakan. Penulis dapat memahami secara lebih
mendalam berbagai tantangan yang muncul dalam praktik perpajakan
beserta alternatif penyelesaiannya, serta dapat mengembangkan materi
penelitian yang lebih relevan dan aplikatif..
Bagi Perusahaan

Manfaat yang diperoleh perusahaan dari penelitian ini adalah
meningkatkan efisiensi operasional dalam administrasi perpajakan
serta membantu perusahaan memahami mekanisme penggunaan sistem
coretax, khususnya terkait dengan proses penginputan dan penerbitan
e-faktur. Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang
langkah-langkah yang tepat dalam menghitung kewajiban pajak,
termasuk pemanfaatan teknologi dan sistem yang dapat mempercepat
dan mempermudah proses tersebut.
Bagi Politeknik Negeri Bali

Manfaat yang diperoleh oleh Politeknik Negeri Bali dari

penelitian ini adalah untuk menambah referensi ilmiah serta



pengetahuan, khususnya pada bidang perpajakan sehingga dapat
memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembaca, terutama
mahasiswa. Penelitian ini dapat membantu memperkuat kompetensi
mahasiswa dengan memberikan wawasan praktis mengenai
administrasi perpajakan yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri,
memberikan wawasan baru, dan membuka peluang diskusi lebih lanjut

dalam rangka pengembangan pendidikan di bidang perpajakan.



BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan
bahwa pengolahan data penjualan pada UD. MKL memiliki peranan penting
sebagai dasar dalam perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penerbitan
faktur pajak. Proses penginputan faktur pajak melalui sistem Coretax telah
dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan mengacu
pada data invoice dan dokumen pendukung transaksi penjualan kepada instansi
pemerintah. Sebelum penerapan Coretax, penginputan faktur pajak dilakukan
melalui aplikasi e-Faktur secara terpisah dari pelaporan SPT Masa PPN, sehingga
memerlukan tahapan tambahan berupa pengelolaan data lokal dan sinkronisasi
sistem. Setelah diterapkannya Coretax, proses penginputan faktur pajak menjadi
lebih terintegrasi karena pembuatan faktur dan pelaporan SPT Masa PPN
dilakukan dalam satu sistem yang sama.

Mekanisme penginputan dan penerbitan e-Faktur melalui Coretax dilakukan
dengan pengisian data transaksi secara rinci, meliputi identitas lawan transaksi,
jenis penyerahan, nilai transaksi, serta pemilihan jenis dan kode faktur pajak yang
sesuai. Sistem Coretax selanjutnya melakukan perhitungan DPP dan PPN secara
otomatis serta validasi data, sehingga e-Faktur dapat diterbitkan secara elektronik
dan digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Masa PPN. Mekanisme tersebut
menunjukkan bahwa sistem Coretax mampu mendukung pelaksanaan kewajiban
perpajakan secara elektronik dan terintegrasi.

Namun demikian, dalam praktiknya UD. MKL masih menghadapi beberapa
kendala, khususnya kendala teknis pada saat proses unggah faktur pajak. Kendala
tersebut meliputi lambatnya respons sistem Coretax, keterbatasan akses pada
periode tertentu, gangguan jaringan internet, serta error sistem pada saat proses
validasi faktur pajak. Kendala teknis tersebut berpotensi mempengaruhi ketepatan
waktu pelaporan SPT Masa PPN apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena
itu, diperlukan kesiapan sistem, pengelolaan waktu pelaporan, serta ketelitian
dalam proses unggah faktur pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan

secara optimal.
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5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa
saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi UD. MKL dan pihak terkait. UD.
MKL disarankan untuk melakukan perencanaan waktu pelaporan yang lebih baik
dengan mengunggah faktur pajak lebih awal dan tidak menunggu mendekati batas
akhir pelaporan PPN. Selain itu, perusahaan perlu memastikan kestabilan jaringan
internet serta melakukan pengecekan sistem sebelum proses unggah faktur pajak
dilakukan guna meminimalkan risiko kendala teknis.

UD. MKL juga disarankan untuk meningkatkan ketelitian dalam proses
penginputan dan pemantauan status unggah faktur pajak di sistem Coretax,
termasuk menyimpan bukti unggah sebagai dokumentasi pendukung. Bagi
Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan dapat terus meningkatkan performa dan
stabilitas sistem Coretax, terutama pada periode pelaporan, serta menyediakan
informasi yang jelas apabila terjadi gangguan sistem. Sementara itu, bagi peneliti
selanjutnya, hasil tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan
dikembangkan lebih lanjut dengan cakupan penelitian yang lebih luas atau dengan
menambahkan analisis pada aspek kepatuhan perpajakan dan efektivitas sistem

digital perpajakan.
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